SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REFUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2€20
TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENCENAAN PAJAX KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA EALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHIUN 2020

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa. 5 ayat (9)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2C09 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah, perlu menetzpkan Peratuaran Menteri

Delam Negeri tentang Penghitungs Dasar Pengenaan Pajak

Kendaraan Bermotor dan 3Bea Belik Namzs Kendaraan

Bermotor Tahun 2020;

1.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2(C08 tentang
Kementerian Negara (Lembzran Negara KEepublik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan _embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916;

Undang-Undang Nomor 22 Tanun 2CCC zentang _alu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembarar Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 296, Tambahan Lembarar
Negara Republik Indonesia Nomor 5025); ;
Undang-Undang Nomor 2& Talun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerzh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembarar

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



Menetapkan

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2(C14 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indones:a Norior 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubzh, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2915 zentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubdlik
Indonesia Tahun 2015 Ncmor S8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 ten:ang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Repubdlik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

6. Peraturan Presiden Nomor 5& Tahun 2019 tenzang
Percepatan Program Kendaraan 3ermotcr Listrik Berbasis
(Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 146);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR TAHUN 2020.

BAB
KETENTUAN UMJM

Pasal -

Dalam Peraturan Menteri ini yang d:maksuc dengan:

1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda
beserta gandengannya yang d:gunakan di semua jenis
jalan darat dan digerakkan oieh peralatan teknik berupa
motor atau peralatan lainnys, yang berfungsi untuk
mengubah suatu sumber daya energi tert=ntu menjadi
tenaga gerak kendaraan bermotor yang kersangkutan,

termasuk alat-alat berat dan alat-alat oDesar yang dalam



operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak
melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang
dioperasikan di air.

Kendaraan Bermotor Angkuterr Umum adalah setiap
kendaraan yang memiliki ijin penyelenggarsan angkutan
umum barang can/atau orang cengan dipungut bayaran
yang bergerak dibidang jasa angkuttan untuk kepentirgan
umum yang menggunakan pla: dasar warna kuning.
Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery
Electric Vehicle) yang selanjutnya disebut KBL Berossis
Baterai adalah kendaraan yang digerakan cengan Mcior
Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya teraga
listrik dari Baterai secara langsung di Kendaraan maupun
dari luar.

Pajak Kendarasn Bermotcr yang selanjutrya disingka:
PKB adalah pajek atas kepemilikan dan/atat penguasaan
Kendaraan Bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
disingkat BBNK3 adalah pgjak atas penyerakan hak milik
Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjerjian dua pihak
atau perbuatan sepihak atau keadaan vang terjadi karena
jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasuxan
ke dalam badan usaha.

Kendaraan Bermotor Ubsn Bentuk adalah Kendzraan
Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan;atau
fungsi dan/atau penggunasnnya.

Alat-Alat Berat dan Alat-Alet 3esar ada.ah alat-alat bera:
dan alat-alat besar yang dalam operasinys menggunakan
roda dan motor dan tidak meleka: secara permanen.

Nilai Jual Kendaraan Bermctor varng selanjutaya disingka:
NJKB adalah Harga Pasarar Umum atas suatu Kendaraan
Bermotor.

Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang
selanjutnya disebut NJKB Uban Bentuk adalah Harga
Pasaran Umum atas suatu EKendaraan Bermotor yang
mengalami perubahan teknis dan/atau serta

penggunaannya.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Harga Pasaran Umum yang selanjutnva disingkat HPU
adalah harge rata-rata yang diperoleh cari berbagai
sumber data yang akurat.

Tahun Pembusatan adalan tahun perakitan dan/azau
tahun yang ditetapkan berdasarkar registrasi dan
identifikasi oleh pihak berwenarg.

Umur Rangka/Body adalak umur Kerdaraar Bermotcr di
air yang dihitung dari Tahun Pembuatan Rangka/ Body,.
Umur Motor adalah umur motor Xenderaar Bermoter di
air yang dihitung dari Tahun Pembuatan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan u-usan
pemerintahan dalam negeri.

Hari adalah hari kerja.

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK PAJAX KENCARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2
Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atat penguasaan
Kendaraan Bermotor.
Objek Pajak BBNKB merupakan penyerahar kepemilikan
Kendaraan Bermotor.
Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari:
a. Kendaraan Bermotor yzang dioperasikan di atas jalan
darat;
b. Kendaraan Bermotor yang diopesrasikan di air; dan
c. Kendaraan Bermotor Alat-Alet Berat can Alat-Alat
Besar.
Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan dsrat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal & huruf a, terdiri
atas:
a. mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep dan
minibus;

b. mobil bus yang meliput: microbus dan bus;



mobil barang yang meliput. blina van, »ick up, light
truck, truck dan sejenisnya;

mobil roda tiga;

Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar;

sepeda motor roda dua; dan

sepeda motor roda tiga meliptti sepeda motor roda -iga

penumpang dan sepeda moter roda tiga barang.

Pasal 3

(1) Subjek PKB yaitu orang prinadi atau Badan vang memiliki

dan/atau menguasai Kendaraar Bermotor.

(2) Subjek Pajak BBNKB yaitu orang pribad: atau Badan yang

dapat menerima penyerahan Keadaraan Bermotor.

BAB III

ENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN

BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTCR

Bagian Kesatu

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajek Kendaraan Bermozor

Yang Dioperasikan Di atas Jalan Darat

Pasal ¢

(1) Penghitungan dasar pengenaar PKB cilekuxan terhadap

jenis Kendaraan Bermotor sebagaimara dimaksud dziam

Pasal 2 ayat (3) huruf a dar: ayat (4.

(2) Penghitungan dasar pengeraan PEKB sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berdasarzan perxalian dari 2 (cua)

unsur pokok:

a.
b.

NJKB; dan
bobot yang mencerminkar secara relatif tingkat
kerusakan jalan dan/atau pencemearar lingkurgan

akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.



Pasal 5
(1) NJKB sebagaimana dimaksud daiam Pasal 4 ayat (2; huruf
a, ditetapkan berdasarkan HPU atas Xendaraan Bermotor
pada minggu pertama bulan Desember Tanur 20109.
(2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditezapkan
dengan ketentuan:
a. dalam hal diperoleh harga kosong, NJKB ditecarkan
sebelum dikenakan pajax perrambahan nilai; dan
b. dalam hal diperoleh harga isi, NJKB diterarkan
sebelum dikenakan pajzk pertambahan rilai, PKB dan
BBNKB.
(3) NJKB sebagaimana dimaksud pada avat 12), dijadikan

dasar pengenaan BBNKB.

Pasezl 6
NJKB Ubah Bentuk sebaga: dasar pengenaan PKB dan
BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJXB
dengan nilai jual Ubah Bentuk.

Pasal 7
(1) Bobot sebagaimana dimaksud daiam Pasal 4 ayat (2) huruf

b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu)

sampai dengan 1,3 (satu kcma tga,.

(2) Koefisien sebagaimana dimzksud pada avat (1), meliputi:

a. mobil roda tiga, sepeda motcr roda dua, sepeda motor
roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga
barang nilai koefisien sama cengar: 1 (satu);

b. sedan nilai koefisien sama Zdengan 1,025 (satu koma
nol dua puluh lima);

c. jeep dan minibus nilai kcefisien sama cengan 1,250
(satu koma nol lima puluh);

d. blind van, pick up dan micrcbus nilai koefisien sama
dengan 1,085 (satu koma no. delarar: puluh lima);

e. bus nilai koefisien sama dergen 1, (satu koma sazu);
dan

f. light truck, truck dan sejenisnya nilai koefisien sama

dengan 1,3 (satu koma t-ga).



(3, Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayazt (2),
didasarkan pada nilai batas tcleransi atas kerusakan jalan
dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan

Kendaraan Bermotor.

Pasal 8
NJKB dan NJKB Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 dan Pasal 6, tercantux dalam Lampirar wvang
merupakan bagian tidak terp:sahkan dari Pzraturan Mernteri

ni.

Pasal 9

(1) Pengenaan PKB Angkutan Umum untuk orang ditetapxan

sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan

PKB.

Pengenaan 3BNKB Angkutan Umum antuk orang

ditetapkan sebesar 30% itiga puluh persen) dari dasar

pengenaan BBN-KB.

(3! Pengenaan PKB Angkuzan Umum urtuk fkarang
ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dssar
pengenaan PKB.

(4. Pengenaan BBNKB Ang<utar Jmum untuk karang
ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari desar

pengenaan BBNKB.

Pasal 1C
(1, Pengenaan PKB untuk KBL Berbasis Beatera: untuk orang
atau barang ditetapkan paling t:nggi sebesar 30% (tiga
puluh persen) dari dasar pengeraan PKE.
(2: Pengenaan BBNKB untuk KBL Berbasis Baterai u=tuk
orang atau barang ditetapkan pa:ing tnggi sebesar 50%

(tiga puluh persen) dari dasar pengenaar. BBN-KB.

Pasal 11
(1) Pengenaan PKB Angkutean Umum crang untuk XBL
Berbasis Baterai ditetapkan palirg tingg: sebesar 20% (dua

puluh persen) dari dasar peng=r.aen PKE.



(2)

Pengenaan BBNKB Angkutan Urmum orang untuk KBL
Berbasis Baterai ditetapkan paling tingg: sebesar 20% (dua
puluh persen} dari dasar pengenaan RBN-KB.

Pengenaan PKB Angkutar Umum Barang XBL Berbasis
Baterai ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh
lima persen) dari dasar pergenzan PKE.

Pengenaan BBNKB Angkutan Umum Barang KBL Berbasis
Baterai Angkutan Umum Zarang ditetapkar. paling t:nggi
sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dasar

pengenaan BBNKB.

Bagian Kecua

P=nghitungan Dasar Pengenaan Pa ak Kenda-aan Bermotor

(1)

vang Dioperasikan di Air

Pasal 12
Penghitungan casar pengenaar PKB dan EBNKB untuk
Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di  air
sebagaimana dimaksud dalarm Pesal 2 ayat (3) huruf b,
ditetapkan  berdasarkan  penjumlahaer  nilai = jual
rangka/body dan nilai jual motor penggerak Kendaraan
Bermotor di air
Nilai jual untuk Kendaraar Bermozor yang dioperasikan di
air sebagaimara dimaksud pada avat (1, diterapkan
berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor vang
dioperasikan di air pada minggu pertama bulan Desember
Tahun 2019.
Nilai jual rangka/body Kendaraan Bermotor vang
dioperasikan di air sebagaimara dimaksud pada avat (1)
dibedakan menurut jenis, isi kotor (GT,/gross tennage
antara GT 5 sampai dengar GT 7, fungsi, dan Umur
Rangka/ Body.
Nilai jual motor penggerak Kendaraan Bermotor vang
dioperasikan di air sebagaimara dimaxsud pada avat (1)
dibedakan menurut daya xuda/rorse power dan Umur

Motor.



(1)

Pasal 13
Nilai jual rangka/body Kendaraan Bermotor jang
dioperasikan di air sebagaimanz d:maksud dalam Pasal 12
ayat (3) dibedekan berdasarkan jen:s tahan konstriksi
rangka/ body, meliputi:
a. kayu;
b. serat, fiber, xaret, dan sejenisziya; dan
c. besi, baja, ferrocement, dan sejeznisnya.
Penggunaan Kendaraan Bermotcr yang dioperasikan ci air
dikelompokkan berdasarkan furgs::
a. angkutan penumpang dan/atau barar.g;
b. penangkap ikan,;
c. pengerukan, dan

d. pesiar, olahraga atau rexkreasi

Pasal 14

NJKB yang dioperasikan di air sebagzimana cimaksud dalam

Pasal 12 ayat (1), dijadikan dasar pengenaan PK3 dan BBNKB

untuk Kendaraan Eermotor yang dioperasikan di Air.

Bagiar Ketiga

Penghitungan Dasar Pengenszan Pajak Kendaraan Bermotor

(L

Alat-Alat Berat dan A.zt-Alat Besar

Pasal 1&

Penghitungan dasar pergenaan PKB dan BBNKB
antuk Kendaraan Bermotcr Alat-Alet Berat dan Alat-
Alat Besar sebagaimana dimaksud da.arm Pasal 2 ayzat (3)
auruf c, ditetapxan berdasarkar. NJKB Alaz-Alat Berat dan
Alat-Alat Besar.

NJKB Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetap<an bercasarkan HFU atas
suatu Kendaraan Bermotcr Alat-Alat Berat dan Alat-Alat

Sesar.
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Pasal 16
NJKB Alat-Alat Berat dan Alat-A'at Besar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dijadikan dasar pengenaan
PKB dan BBNKB.

Bagian Keempet
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajzk Kerdaraan yang Belum

Tercantum Dalam Lampirar. Peraturan Menteri

Pasal 17
Penghitungan dasar pengenzan FKB dan BBNKB uniuk
Kendaraan Bermotor Tahun Pemktuatan 2020 yang jenis,
merek, tipe dan nilai jualnya yang belum -zercantum dzlam

Lampiran Peraturan Menteri :ni, citetapkan oleh Menteri.

Pasal 18

(1) Dalam hal Menteri belum menetapkan NJKB sebagai dasar
penghitungan pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimrana
dimaksud dalam Pasal 17, Guberrur dapat menetapkan
NJKB sebagai dasar penghitungan pengenaan PKB dan
BBN-KB dengan mempedcmari xetenttan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 avat 2).

(2) Dalam hal HPU suata Kendaraan Bermotor tdax
diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sekzgian
atau seluruh faktor-faktor:

a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder

dan/atau satuan tenaga yang sama;

b. harga Kendaraan Bermotor un-uk umum atau prisadi;

O

harga Kendaraan Bermotor dengan merzk Kendaraan
Bermotor yang sama;
d. harga Kendaraan Bermotor cengan Tahun Pembatan

Kendaraan Bermotor yang sama,;

o

harga Kendaraan Sermctor cengan  peracuat
Kendaraan Bermotor;
f. harga Kendaraan Bermctor cengar Kendaraan

Bermotor sejenis; dan
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g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dckumen
Pemberitahuan Impor Barang.

(3) Gubernur dapat menetapxan dasar pengenaan PKB dan
BBN-KB atas kereta gandeng atau terapzsl can tambzhan
atau selisih NJKB gant: mesin yang belum tercantum
dalam Lampiran Peraturar. Menteri ini.

(4) Ketentuan mengenai NJXB sebagai dasar penghitungan
pengenaan PKB dan BBNK3 sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Perataran Gubernur.

Pasal 19
Dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimena dimaxsud
dalam Pasal 18, berlaku sampai dengan ditetapxannva
penghitungan dasar pengenaan PK3 dan BBNKB oleh Menteri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

(1) Gubernur menetapkan NJKB sebagai casar
penghitungan pengenaar PKB dan BBNKB Dbagi
Kendaraan Bermotor yarg mesuk melalui kawasan
perdagangan bebas dan pelabthan bebas sesuai dengan
ketentuan peraturan peruncargan-undangan.

(2) Ketentuan mengenai NJKZ sebagai dasar penghitungan
pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaxsud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 21
Dalam hal Pick Up, Blind Van, Double Cabin. Light T+uck,
Truck, Tronton dan Tractor Head masih berbentuk chasiss,
dasar pengenaan PKB dan EBNKB ditampah dengan NJK3
Ubah Bentuk.
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Pasal 22

(1) Ketentuan lebin lanjut msngerai NJKB dan nilai jual
tbah bentuk untuk Kendaraar Bermotcr pembutatan
sebelum tahun 2020 diatur dergan peraturan gubernur.

(2) Peraturan gubernur sebagaimana d:maksud pada ayat (1),
disampaikan kepada Merteri melalui Direktur Jenderal
Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas Hari
setelah diundangkan.

(3) Feraturan Gubernur sebagaimana dimaxsud pada aya: (1),
ditetapkan paling lama 30 'tiga puluhj Eari terhitung sejak

Feraturan Menteri ini diundang<an.

BABV
KETENTUAN PENJTUP

Pasal 23
Peraturan Menteriini mulai beriaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetakuinya, memerintahkar
pengundangan Peraturan Menteri iri dengan penempatanaya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2020

MENTERI CALAM NEGERI
REPUBLIK _NCONESIA,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 51 Januari 2020.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMCR 74.

Salinen sesuai dengan aslinya
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